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ABSTRAK

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dewasa ini
cenderung semakin meluas. Sasarannya menembus berbagai lapisan
masyarakat, bahkan telah merambah Desa, muncul sinyalemen bahwa
Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan telah
menjadi tujuan bisnis bagi peredaran global Narkotika dan Prekursor
Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan segala
keterbatasan kewenangan dalam penanggulangan Narkotika dan
Prekursor  Narkotika  harus  melakukan  berbagai upaya agar
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak mempercepat
hilangnya generasi (lost generation). Disadari bahwa sebagian besar korban
penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termarjinalisasi sehingga
sulit untuk memperoleh akses ke sarana pelayanan kesehatan maupun sosial.
Dalam hal ini lah, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan akses kepada
korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika baik dengan
cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun melalui

jalinan kemitraan dengan berbagai pihak.
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